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KEPUTU SAN 

DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH PROVINS1 LAMPUNG
 
NOMOR 2> /DPRD .LPG/12.01/2013
 

TENTAN G 

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
 
PRO VINSI LAMPUNG TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN
 

PEN GENDALIAN HUMAN IMMUNEDEFIENCY VIRUS (HIV} / ACQUIRED IMMUNE
 
DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) DAN 1NFEKSI MENULAR SEKSUAL (IMS)
 

DI PROVINSI LAMPUNG
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

DEWAN PERWAK1LAN RAKYAT DAERAH PROVIN SI LAMPUNG,
 

Menimbang : a.	 bahwa dengan telah selesai dilaksanakannya pembahasan 
Panitia Khusus DPRD Provinsi Lampung a tas Rancangan 
Peraturan Daerah Provinsi Lampung tentang Pencegahan, 
Penanggulangan dan Pengendalian Human Immunedefiency 
Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Dan 
Infeksi Menu1ar Seksual (IMS) Di Provin si Lampung, perlu 
ditindaklanjuti dengan pemberian persetujuan atas 
Rancangan Per'atura n Daerah d im a ksu d untuk ditetapkan 
menjad i Peraturan Daerah; 

b.	 bahwa pemberian persetujuan dan penetapan a tas 
Peraturan Daerah sebaga im an a dimaksud pada huruf a 
tersebu t d i atas, merupakan salah satu tolok ukur 
iinstrument; dari pelaksanaan fu n gs i legislasi DPRD Provinsi 
Lampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan 
DPRD Provinsi Larnpung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata 
Tertib; 

c .	 bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Lampung Nomor 24 /DPRD .LPG / 12.01 /2012 
telah dibentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung; 

d.	 bahwa berdasarkan pertim bangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, m a ka perlu menetapkan 
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung tentang Persetujuan Penetapan Rancangan 
Peraturan Daerah Prov insi Lampung tentang Pencegahan, 
Penanggulangan dan Pengendalian Human Immunedefiency 
Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) Dan 
Infeksi Menular Seksual (1MS) Di Provinsi La mpung; 

Mengingat : 1.	 Un dang- Un da n g Nom or 14 Tahun 1964 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat 1 Larnpung; 

2 . Undang-Undang	 Nornor 5 Tahun 1997 tcntang Psikotropika; 

3 .	 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Marrusia; 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak; 

5.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah; 

6.	 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

7 .	 Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan; 

8 .	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan; 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupatenj Kota; 

10.	 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 ten tang Komisi 
Penanggulangan AIDS Nasional; 

11.	 Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

12.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Lampung; 

13.	 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Daerah; 

14.	 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provin si 
Lampung Nomor 24jDPRD.LPGj 12.01j2012 tentang 
Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan 
Feraturan Daerah Us ul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung; 

1.	 Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Pembicaraan 
Tingkat I, Penyampaian 12 (dua be1as) Raperda Usul Inisiatif 
DPRD Provinsi Lampung, tangga1 1 Mei 2012; 

2.	 Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan 
Pembicaraan Tingkat I, Pendapat Kepala Daerah Terhadap 
12 (dua belas) Raperda UsuI Inisiatif DPRD Provinsi 
Lampung, tanggal 2 Mei 2012; 

3.	 Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Lanjutan 
Pernbicaraan Tingkat I, Tanggapan danj atau Jawaban 
Fraksi-Fraksi Terhadap Pendapat Kepala Daerah tentang 12 
(dua belas) Raperda Usu1 Inisiatif Provinsi Lampung, tanggal 
7 Mei 2 0 12; 

4 .	 Basil Pembahasan Panitia Khusus Terhadap 2 (dua) 
Raperda Usul Inisiatif DPRD Provinsi Lampung, sejak 
tanggal 8 Mei 2012 sampai dengan tanggal 12 Februari 
2013; 

5.	 Laporan Panitia Khusus Raperda Usul Inisiatif DPRD 
Provinsi Lampung Kepada Pimpinan DPRD Provinsi 
Lampung dan Ketua-Ketrra Fraksi DPRD Provinsi Lampung, 
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6.	 Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 
Lampung, Pembicaraan Tingkat II, Laporan Panitia Khusus 
Terhadap Pembahasan Raperda Usul Inisia tif DPRD Provinsi 
Lampung, tanggal 14 Februari 2013 ; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan	 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 
LAMPUNG TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN 
PERA TURAN DAERAH PROVINS1 LAMPUNG TENTANG 
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PENGENDALlAN 
HUMAN IMMUNEDEFIENCY VIRUS (HIV)/ ACQUIRED IMMUNE 
DEFICIENCY SYNDROME (AIDS) DAN INFEKSI MENULAR 
SEKSUAL (1MS) DI PROV1NS1 LAMPUNG . 

KESATU	 Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Lampung 
tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pengendalian Human 
Immunedefiency Virus (HIV)/ Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS) Dan Infeksi Menular SeksuaI (1MS) Di Provinsi 
Lampung sebagaimana naskah terlarnpir termasuk Rekomendasi 
Pariitia Khusus yang merupakan sa tu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini , untuk diproses lebih lanjut 
menjadi Peraturan Daerah Provinsi Larnpung sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

KEDUA	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan 
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana 
mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal 14 Fe bruari 2013 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 
PROVINSI LAMPUNG
 

Wakil Ketua,
 

Ir'~'M'Si 
T ernbusan: 
1.	 Menteri Da la rn Negeri Rl d i Ja karta; 
2 . GCl be rn ur Larnpung d i Te lu kbetu ng; 
:'I. Kakan wii Kcmcnte rian Hukum d an HAM Lampung d i Te lukbetu ng; 
4.	 Kepala Biro Hu ku m Sekretariat Da erah Provinsi Larnpu ng di TeJukbetun g. 


